BAB YV
KESIMPULAN

Akibat terjadinya deforestasi di hutan Kalimantan saat ini, menyebabkan
berkurangnya wilayah jelajah bagi masyarakat hukum adat Dayak dalam
menjalankan aktifitas perladangan berpindah atau kearifan lokalnya. Mengingat
kearifan lokal tersebut terintegrasi dan berkesinambungan dalam ruang dan waktu,
maka masyarakat hukum adat Dayak dalam menjalankan hak tradisionalnya

dengan tidak secara lestari, dan tidak dapat dipertahankan saat ini.

Deforestasi tersebut disebabkan oleh buruknya pengelolaan hutan pada era
Orde Baru dan Pasca Orde Baru, yang sama-sama mengedepankan eksploitasi pada
hutan dan mengakibatkan peminggiran masyarakat hukum adat. Sehingga kearifan
lokal tersebut menjadi tidak arif atau bijaksana untuk dilaksanakan pada saat ini,
bukan disebabkan oleh kearifan lokal itu sendiri tetapi pengelolaan hutan yang
buruk pada saat Orde Baru dan Pasca Orde Baru, yang juga melahirkan tantangan-

tantangan bagi masyarakat hukum adat dalam menjalankan kearifan lokalnya.

Hutan yang merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu
pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat sehingga mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari.

Pengelolaan hutan oleh negara berdasarkan perundang-undangan dalam
prateknya menyimpang karena adanya kebutuhan yang berbeda. Meski terdapat
beragam pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam perundang-
undangan Indonesia saat ini, tetapi apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam pengelolaan hutan masih bersifat eksploitasi, menyebabkan tidak ada ruang

untuk masyarakat untuk menjalankan kearifan lokalnya.
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